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Lampiran 13

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENULIS
DENGAN PARA INFORMAN

1. Siapa pihak-pihak yang dilibatkan dan diundang dalam Musrenbang RPIMD
Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?

2. Apakah para Stakeholders yang diundang hadir pada saat Musrenbang
RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?

3. Bagaimana hubungan yang dibina oleh Bappeda Kabupaten Dairi sebagali
koordinator dan fasilitator Musrenbang RPJMD dengan para stakeholders
pembangunan di Kabupaten Dairi?

4. Mengapa Musrenbang RPIMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 ini perlu
dilaksanakan dan apa yang menjadi Payung hukum untuk melaksanakan
Musrenbang Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?

5. Sasaran atau tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019.
Menurut Bapak/ Ibu apa yang menjadi sasaran atau tujuan dari penyusunan
RPJMD tersebut?

6. Bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat dalam Musrenbang RPJMD.
Menurut Bapak / Ibu seperti apa gambaran bentuk partisipasi masyarakat
dalam Musrenbang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 tersebut?
Apakah hanya sekedar ikut dalam Musrenbang atau misalnya ada yang
memberi ide, gagasan, materi maupun tenaga?

7. Bagaimana Komposisi peserta Musrenbang RPJIMD Kabupaten Dairi Tahun
2014-2019 dan keterwakilan stakeholders terutama perwakilan dari
masyarakat dan perempuan.

Menurut Bapak / lbu bagaimana keterwakilan masyarakat dalam peserta
Musrenbang RPJIMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?

Apakah sudah proporsional dan mewakili seluruh elemen termasuk wakil dari
perempuan?

8. Pemahaman stakeholders mengenai proses penyusunan RPJMD dan
negosiasi. Bagaimana proses negosiasi yang terjadi dalam merumuskan
keputusan Musrenbang di tengah-tengah dinamika kepentingan antar
stakeholders? Dan pada saat kapan negosiasi antar pemangku kepentingan itu
terlaksana?

9. Tingkat partisipasi dan proses partisipatif dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019
Menurut Bapak/ Ibu bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 dan apakah
penyusunan RPJMD tersebut sudah mencerminkan proses partisipatif?

10. Kendala-kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat.

Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat tentunya tidak terlepas dari
kendala-kendala untuk mewujudkannya, jadi menurut Bapak / Ibu apa yang
menjadi kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam
penyusunan RPJMD tersebut?
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Menurut Bapak/lbu apa manfaat dari perencanaan parisipatif ini, terutama
jika dikaitkan dengan Musrenbang RPJIMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-
2019?Apakah hanya sekedar memenuhi syarat administrasi dalam penyusun
Legal draffing yang pada akhirnya nanti akan menjadi Perda Tentang RPJIMD
Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?

Bappeda Dairi sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi, menurut
Bapak apa kira-kira yang menjadi kendala-kendala dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dairi?

Apakah hasil Musrenbang Penyusunan RPJMD tersebut benar-benar
diakomudir sebagai substansi dalam Perda RPJMD Kabupaten Dairi Tahun
2014-2019?

Bagaimana Proses Perencanaan Partisipatif yang terjadi dalam Penyusunan
RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?Apakah sudah mencerminkan
sesuai dengan Teori Perencanaan Partisipatif dan mekanismenya sesuai
dengan landasan hukum yang mengatur mengenai Perencanaan Pembangunan
Daerah?

Bagaimana keterkaitan antara Visi dan Misi Bupati Dairi pada saat kampanye
dengan rumusan RPJMD kabuapaten Dairi Tahun 2014-2019?

Apa pentingnya RPJIMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 ini bagi para
Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi?

Bagaimana tingkat pemahaman para Stakeholders terhadap Perencanaan
Partisipatif dan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?

Mengapa dalam menyususun RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 ini
harus melalui proses partisipatif? Dan pada tahap mana partisipasi masyarakat
dilibatkan secara utuh?

Seperti apa keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Dairi ini dengan
dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dairi Lainnya?

Apakah partisipasi masyarakat dalam RPJMD ini hanya menyangkut
pelibatan masyarakat sebagai stakeholders pada saat Musrenbang saja?
RPJMD ini sesungguhnya adalah Produk Hukum secara Politik, apakah
dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019
tersebut sudah transparan, aspiratif dan dengan tanpa membeda-bedakan
porsi dari masing-masing para kelompok pemangku kepentingan?

Setelah RPIJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 ini rampung dan
dituangkan dalam bentuk Perda pada Lembaran Daerah Kabupaten Dairi,
selanjutnya bagaimana Peranan Pemerintah Kabupaten Dairi dan Masyarakat
terhadap RPJMD tersebut? Apakah wajib disosialisasikan dan dalam
pelaksanaannya akan ada evaluasi dan pengawasan dari masyarakat?

Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Pembangunan Kabupaten Dairi selama kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang terutama jika dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka 5
tahunan Kabupaten Dairi yang dalam proses penyusunannya dengan
melibatkan para stakeholders pembangunan di Kabupaten Dairi?
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